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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kebijakan Publik

1. Pengertian Kebijakan Publik

Sebagai salah satu Negara Hukum, Indonesia tidak dapat terlepas dari adanya

Kebijakan Publik. Kebijakan-kebijakan tersebut dapat ditemukan dalam berbagai

aspek, seperti kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan sebagainya. Dalam bahasan

ilmu administrasi publik, hal utama yang menjadi perhatian adalah kebijakan publik

karena dalam perumusan kebijakan publik, berakar dari permasalahan yang dialami

oleh seluruh masyarakat. Sehingga, kebijakan publik merupakan hal utama yang

menyangkut kesejahteraan masyarakat.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesi (KBBI) kebijakan dapat diartikan

sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana

dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak,

pengertian publik dapat diartikan umum, masyarakat ataupun negara. Sedangkan

menurut Thoha, (2010:106), kebijakan publik dalam arti luas mempunyai dua aspek

pokok yaitu:

a. Policy merupakan praktik sosial, ia  bukan  event  yang  tunggal atau terisolir.
Dengan demikian, sesuatu yang dihasilkan pemerintah berasal dari segala
kejadian dalam masyarakat dan dipergunakan pula untuk kepentingan
masyarakat. Kejadian semacam ini tumbuh dalam praktik kehidupan
masyarakat, dan tidak merupakan peristiwa yang berdiri sendiri, terisolasi dan
asing bagi masyarakat.

b. Policy adalah suatu peristiwa yang ditimbukan oleh baik untuk
mendamaikan claimdari pihak-pihak yang konflik, atau untuk menciptakan
incentive bagi tindakan bersamaan bagi pihak-pihak yang ikut menetapkan
tujuan, akan tetapi mendapatkan perlakuan yang tidak rasional dalam usaha
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bersama tersebut. Dengan demikian jika ada pihak-pihak yang konflik, maka 

usaha untuk mengatasi antara lain dihasilkan suatu policy. 

 

Pengertian kebijakan menurut Nugroho (2012:123) secara sederhana dapat 

dikatakan bahwa kebijakan publik adalah setiap keputusan yang dibuat oleh 

negara, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan dari negara. Kebijakan publik 

merupakan strategi untuk mengantar masyarakat pada masa awal, memasuki 

masarakat pada masa transisi, menuju masyarakat yang dicita-citakan. Sedangkan 

menurut Kartasasmita dalam Widodo (2012:13), merupakan upaya untuk 

memahami dan mengartikan (1) apa yang dilakukan (atau tidak dilakukan) oleh 

pemerintah mengenai suatu masalah, (2) apa yang menyebabkan atau yang 

memperngaruhi, dan (3) apa pengaruh dan dampak dari kebijakan publik. Serta 

menurut Thomas R Dye dalam Thoha (2010:107), kebijakan publik adalah apapun 

yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan ataupun untuk tidak dilakukan 

(whatever government choose to do or not to do). Dalam pengertian seperti ini, 

maka pusat perhatian dari public policy tidak hanya pada apa saja yang dilakukan 

oleh pemerintah, melainkan termasuk juga apa saja yang tidak dilakukan oleh 

pemerintah. Justru dengan apa yang tidak dilakukan oleh pemerintah itu 

mempunyai dampak yang cukup besar terhadap masyarakat. Betapa besar 

pengaruhnya terhadap masyarakat jika pemerintahan tidak melakukan apa-apa 

terhadap permasalahan yang dialami oleh masarakat.  

 

 

 

 



14 

 

 
 

2. Proses Kebijakan Publik 

Proses kebijakan Publik dapat didefinisikan sebagi proses pembuatan 

kebijakan yang melibatkan banyak variabel yang perlu dikaji. Untuk dapat 

membuat suatu kebijakan publik berarti harus memiliki banyak pertimbangan dan 

berasal dari suatu masalah publik yang harus diselesaikan dengan dikeluarkannya 

suatu kebijakan. Oleh karenanya, dalam pembuatan kebijakan publik terdapat 

tahap-tahap untuk dapat mengkaji kebijakan yang akan dibuat tersebut. Menurut 

Nugroho (2012:85) proses kebijakan publik terdiri dari empat tahapan yakni isu 

kebijakan, perumusan kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan. 

Berikut merupakan uraian dari tahapan tersebut. 

a. Isu Kebijakan 

Isu kebijakan bersifat strategi, yakni bersifat mendasar yang menyangkut 

banyak orang atau bahkan keselamatan bersama, (biasanya) berjangkau 

panjang, tidak bisa diselesaikan oleh seorang-orang dan memeang harus 

diselesaikan, isu ini diangkat sebagai agenda politik untuk diselesaikan, isu 

kebijakan terdiri dari dua jenis, yaitu permasalahan (problem) dan tujuan 

(goal). Artinya perumusan kebijakan dapat bersumber dari permasalahan yang 

muncul pada kehidupan publik, dan dapat pula beriorientasi pada tujuan yang 

hendak dicapai kehidupan publik. Pada saat itu, sebagian besar kebijakan 

mengacu pada permasalahan daripada antisipasi ke depan, dalam bentuk 

orientasi pada tujuan kebijakan, sehingga dalam banyak hal kita melihat 

kebijakan publik yang berjalan tertatih. 

b. Perumusan kebijakan 

Isu kebijakan kemudian menggerakan pemerintah untuk merumuskan 

kebijakan publik dalam rangka menyelesaikan masalah tersebut. Rumusan 

kebijakan ini kemudian menjadi ukuran seluruh warga negara termasuk 

pemimpin negara. 

c. Implementasi kebijakan 

Setelah dirumuskan, kemudian kebijakan ini dilaksanakan baik oleh 

pemerintah ataupun masyarakat. 

d. Evaluasi kebijakan 

Dalam perumusan proses, perumusan, dan pasca pelaksanaan, diperlukan 

tindakan evaluasi sebagai suatu siklus baru untuk dinilai apakah kebijakan 

tersebut sudah dirumuskan dengan baik dan benar. Implementasi kebijakan 

bermuara pada output yang dapat berupa manfaat dari kebijakan tersebut. Dan 

dalam waktu yang panjang kebijakan tersebut menghasilkan outcome dalam 



15 

 

 
 

bentuk impact kebijakan yang diharapkan semakin meningkatkan tujuan yang 

hendak dicapai dengan kebijakan tersebut. 

 

Setelah penetapan kebijakan selesai, diharapkan bahwa penetapan 

kebijakan tersebut dapat memberikan kesejateraan bagi masyarakat. Karena 

essensinya penetapan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah didasarkan pada 

kebutuhan masyarakat sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat. 

3. Implementasi Kebijakan Publik 

Implementasi kebijakan secara singkat dapat diartikan sebagai suatu 

pelaksanaan kebijakan yang sudah ditetapkan sebelumya. Implementasi kebijakan 

pada prinsipnya adalah cara agar suatu kebijakan dapat mencapai tujuannya. 

Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, terdapat dua pilihan langkah 

yakni langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui 

formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan tersebut (Nugroho, 

2012:674). 

Menurut Presaaman dan Wildavsky dalam Purwanto dan Sulistyastuti 

(2012:20)  mengemukakan bahwa implementasi masih banyak terpengaruh oleh 

paradigma dikotomi politik administrasi. Implementasi dimaknai dengan beberapa 

kata kunci, yaitu untuk menjalankan kebijakan (to carry out), untuk memenuhi 

janji-jani (to fulfill), untuk menghasilkan output sebagaimana dengan tujuan dari 

kebijakan (to  produce), untuk menyelesaikan misi yang harus diwujudkan dalam 

tujuan kebijakan (to complete). 

Kebijakan publik yang dibentuk oleh pemerintah tidak secara keseluruhan 

dapat langsung dijalankan. Seperti kebijakan publik dalam bentuk Undang-

undang atau peraturan daerah adalah jenis kebijakan publik yang memerlukan 
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penjelasan atau yang sering diistilahkan dengan peraturan pelaksanaan, sedangkan 

kebijakan operasional yang dapat langsung dijalankan adalah keputusan presiden, 

intruksi presiden, keputusan menteri, keputusan kepala daerah, dan lain 

sebagainya. 

Proses pelaksanaan kebijakan publik merupakan suatu hal yang sulit 

dilaksanakan secara penuh. Karena hal itu, terdapat beberapa model implementasi 

kebijakan publik menurut para ahli. Berikut penjelasannya. 

a. Model Implementasi Van Meter dan Vanhorn 

Model yang diperkenalkan Van Meter dan Vanhorn merupakan model yang 

paling klasik (Nugroho, 2012:683). Pengertian implementasi menurut Van Meter 

dan Vanhorn “Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh 

individu-individu, pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau 

swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan 

dalam keputusan kebijakan”. 

Berdasarkan pengertian implementasi diatas Van Meter dan Vanhorn 

mengemukakan beberapa hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu 

implementasi yang disebut dengan A Model of The Policy Implementation, yaitu: 

1) Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan; 

ukuran dan tujuan kebijakan diperlukan untuk mengarahkan dalam 

melaksanakan kebijakan, hal tersebut dilakukan agar sesuai dengan program 

yang sudah direncanakan. 

2) Sumber-sumber kebijakan; 

sumber daya kebijakan merupakan keberhasilan proses implementasi 

kebijakan yang dipengaruhi dengan pemanfaatan sumber daya manusia, 

biaya, dan  Sumber-sumber kebijakan tersebut sangat diperlukan untuk 

keberhasilan suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. 

3) Karakteristik badan-badan pelaksana; 

Keberhasilan kebijakan bisa dilihat dari sifat atau ciri-ciri badan/instansi 

pelaksana kebijakan. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi 
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kebijakan publik akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat 

serta cocok dengan para badan atau instansi pelaksananya. 

4) Kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik; 

Dampak kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik pada kebijakan publik 

merupakan pusat perhatian yang besar selama dasawarsa yang lalu. Van 

Meter dan Vanhorn mengungkapkan: 

“Sejauh mana lingkungan eksternal ikut mendukung keberhasilan kebijakan 

publik yang telah ditetapkan, lingkungan eksternal tersebut adalah ekonomi, 

sosial, dan politik …… dukungan sumber daya ekonomi dapat mendukung 

keberhasilan implementasi kebijakan dan dalam lingkungan politik 

dukungan elite politik sangat diperlukan dalam mendukung keberhasilan 

implementasi kebijakan.” 

Perubahan kondisi ekonomi, sosial dan politik dapat mempengaruhi 

interpretasi terhadap masalah dan dengan demikian akan mempengaruhi cara 

pelaksanaan program, variasi-variasi dalam situasi politik berpengaruh 

terhadap pelaksanaan kerja. Peralihan pemerintahan dapat mengakibatkan 

perubahan-perubahan dalam cara pelaksanaan kebijakan-kebijakan tanpa 

mengubah kebijakan itu sendiri. 

5) Sikap para pelaksana; dan 

Van Meter dan Vanhorn mengungkapkan bahwa karakteristik agen 

pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola 

hubungan yang terjadi dalam birokrasi. Sikap para pelaksana dalam 

menjalankan tugas dan tanggungjawab sebagai pelaksana kebijakan harus 

dilandasi dengan sikap disiplin. Hal tersebut dilakukan karena dapat 

mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, setiap badan/instansi 

pelaksana kebijakan harus merasa memiliki terhadap tugasnya masing-

masing berdasarkan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. 

6)  Komunikasi antar organisasi terkait dengan kegiatan-kegiatan pelaksanaan 

Van Meter dan Vanhorn mengungkapkan bahwa komunikasi memegang 

peranan penting bagi berlangsungnya koordinasi implementasi kebijakan. 

Standar dan tujuan kebijakan memiliki efek tidak langsung pada kinerja, apa 

pengaruh ini terhadap variabel dependen ditengahi oleh variabel independen 

lain. Jelas yang memberikan pelayanan publik akan dipengaruhi oleh cara 

yang standar dan tujuan komunikasi untuk pelaksana dan sejauh mana 

standar dan tujuan memfasilitasi pengawasan dan penegakan hukum. 

Standar dan tujuan tidak langsung berdampak pada disposisi pelaksana 

melalui kegiatan komunikasi interorganisasi. 

 

b. Model Implementasi Mazmanian dan Sabatier 

Menurut Mazmanian dan Sabatier dalam Nugroho (2012: 685) 

mengemukakan bahwa implementasi adalah upaya melaksanakan keputusan 

kebijakan. Model Mazmanian dan Sabatier disebut Model Kerangka Analisis 
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Implementasi (a framework for implementation analysis). Mazmanian dan 

Sabatier mengklasifikasikan proses implementasi kebijakan ke dalam tiga 

variabel, yaitu: 

1) Variabel Independen. Mudah tidaknya masalah dikendalikan yang 

berkenaan dengan indikator masalah teori dan teknis pelaksanaan, 

keragaman objek, dan perubahan seperti apa yang dikehendaki. 

2) Variabel Intervening. Diartikan sebagai kemampuan kebijakan untuk 

menstrukturkan proses implementasi dengan indikator kejelasan dan 

konsistensi tujuan, dipergunakannya teori kausal, ketepatan alokasi sumber 

dana, keterpaduan hierarkis di antara lembaga pelaksana, aturan pelaksana 

dari lembaga pelaksana, dan perekrutan pejabat pelaksana yang memiliki 

keterbukaan kepada pihak luar, variabel diluar kebijakan yang 

mempengaruhi proses implementasi yang berkenaan dengan indikator 

kondisi sosial ekonomi dan teknologi, dukungan publik, sikap dan risorsis 

konstituen, dukungan pejabat yang lebih tinggi, serta komitmen dan kualitas 

kepemimpinan dari pejabat pelaksana. 

3) Variabel Dependen yaitu tahapan dalam proses implementasi kebijakan 

publik dengan lima tahapan, yang terdiri dari: pertama, pemahaman dari 

lembaga/badan pelaksana dalam bentuk disusunnya kebijakan pelaksana. 

Kedua, kepatuhan objek. Ketiga, hasil nyata. Keempat, penerimaan atas 

hasil nyata. Terakhir, kelima, tahapan yang mengarah pada revisi atas 

kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan, baik sebagian maupun keseluruhan 

kebijakan yang bersifat mendasar. 

 

c. Model Implementasi George Edward III 

Implementasi George Edward III dalam Nugroho (2012:693) menegaskan 

bahwa masalah utama administrasi publik adalah lack of attention to 

implementation (kurangnya perhatian pada implementasi). Edward III 

menyarankan untuk memperhatikan empat isu pokok agar implementasi kebijakan 

menjadi efektif yakni communication (komunikasi), resourse (sumberdaya), 

disposition (disposisi), dan bureucratic (birokrasi). Berikut merupakan 

penjelasannya: 

 

 



19 

 

 
 

1) Communication (Komunikasi) 

Komunikasi kebijakan merupakan proses penyampaian informasi kebijakan 

dari si pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan. Selanjutnya 

kebijakan publik perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar pelaku 

kebijakan dapat mengetahui, memahami apa yang menjadi tujuan arah dan 

kelompok sasaran kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat 

mempersiapkan dengan benar apa yang harus dilakukan untuk 

mempersiapkan kebijakan publik agar apa yang menjadi tujuan dan sasaran 

kebijakan dapat dicapai sesuai dengan harapan. Komunikasi kebijakan 

memiliki beberapa dimensi, antara lain dimensi transmisi (trasmission), 

kejelasan (clarity) dan konsistensi (consistency). 

a) Dimensi transmisi menghendaki agar kebijakan publik disampaikan 

tidak hanya disampaikan kepada pelaksana (implementors) kebijakan 

tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak 

lain yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung. 

b) Dimensi kejelasan (clarity) menghendaki agar kebijakan yang 

ditrasmisikan kepada kelompok sasaran, target grup dan pihak lain yang 

berkepentingan secara jelas sehingga diantara mereka mengetahui apa 

yang menjadi maksud, tujuan, sasaran, serta substansi dari kebijakan 

publik tersebut sehingga masingmasing akan mengetahui apa yang harus 

dipersiapkan serta dilaksanakan untuk mensukseskan kebijakan tersebut 

secara efektif dan efisien. 

c) Dimensi konsistensi (consistency) diperlukan agar kebijakan yang 

diimplementasikan tidak simpang siur sehingga membingungkan 

pelaksana kebijakan, target grup dan pihak-pihak yang berkepentingan. 

 

2) Resourse  (Sumberdaya)  

Edward III mengemukakan bahwa faktor sumberdaya ini juga mempunyai 

peranan penting dalam implementasi kebijakan.  Lebih lanjut Edward III 

menegaskan bahwa “bagaimana penjelasan dan konsistensinya ketentuan-

ketentuan dan aturan-aturan serta bagaimanapun akuratnya penyampaian 

ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana 

kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang 

mempunyai sumber-sumber daya untuk melaksanakan kebijakan secara 

efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif. Sumber 

daya disini berkaitan dengan segala sumber yang dapat digunakan untuk 

mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya ini 

mencakup sumber daya manusia, anggaran dan saranan dan prasarana yang 

dijelaskan sebagai berikut : 

a) Sumberdaya Manusia 

Implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari 

sumber daya manusia yang cukup kualitas dan kuantitasnya. Kualitas 

sumber daya manusia berkaitan dengan keterampilan, dedikasi, 

profesionalitas, dan kompetensi dibidangnya, sedangkan kuantitas 

berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia apakah sudah cukup 

untuk melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya manusia 
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sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi, sebab tanpa 

sumber daya manusia, implementasi kebijakan akan berjalan lambat. 

b) Sumberdaya anggaran 

Dalam implementasi kebijakan, anggaran berkaitan dengan kecukupan 

modal atau investasi atas suatu program atau kebijakan untuk menjamin 

terlaksananya kebijakan, sebab tanpa dukungan anggaran yang 

memadahi, kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif dalam mencapai 

tujuan dan sasaran. 

c) Sumberdaya Sarana dan Prasarana 

fasilitas atau sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang 

berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Pengadaan fasilitas yang 

layak, seperti gedung, tanah dan peralatan perkantoran akan menunjang 

dalam keberhasilan implementasi suatu program atau kebijakan. 

3) Disposition (disposisi) 

Edward III menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi bukan hanya 

ditentukan oleh sejauh mana para pelaku kebijakan mengetahui apa yang 

harus dilakukan tetapi juga ditentukan oleh kemauan para pelaku kebijakan 

memiliki diposisi yang kuat terhadap kebijakan yang sedang 

diimplementasikan. Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan sikap 

tersebut mencangkup kemauan, keinginan, serta kecenderungan untuk 

mewujudkan kebijkan yang telah di sahkan.  Apabila pelaksana sudah 

memiliki disposisi yang kuat, maka kebijakan tersebut tentu saja akan 

terlaksana dengan baik seperti tujuan yang di inginkan oleh pembuat 

kebijakan, yang dalam hal ini adalah pemerintah. Oleh karena itu, disposisi 

yang kuat sangat dibutuhkan saat implementasi kebijakan diselenggarakan.  

4) Bureaucratic Structure (Struktur Birokrasi) 

Meskipun sumber-sumber untuk mengimplementasikan suatu kebijakan 

cukup dan para pelaku pelaksana mengetahui apa dan bagaimana cara 

melakukannya, serta mereka mempunyai keinginan untuk melakukannya. 

Namun, implementasi kebijakan bisa jadi masih belum efektif karena 

ketidakefisienan struktur birokrasi. Struktur birokasi ini mencangkup aspek-

aspek seperti struktur birokrasi, pembagian kewenangan, hubungan antara 

unit-unit organisasi dan hubungan anter organisasi dengan organisasi luar 

dan sebagainya. Oleh karena itu struktur birokrasi mencangkup dimensi 

fragmentasi dan strandar operasional prosedur yang akan memudahkan dan 

menyeragamkan tindakan dari para pelaksana kebijakan dalam 

melaksanakan apa yang menjadi bidang tugasnya. 

 

Keberhasilan dalam implementasi kebijakan menjadi faktor terpenting 

dalam pembentukan kebijakan itu sendiri. Kebijakan dapat memunculkan manfaat 

apabila dalam pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan kriteria implementasi 

kebijakan yang sesuai. Maka dari itu, terdapat beberapa model kebijakan yang 
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dapat dijadikan referensi untuk mengukur apakah kebijakan tersebut sudah 

diimplementasikan dengan baik atau tidak.  

 

B. PELAYANAN PUBLIK 

1. Pengertian Pelayanan Publik 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan 

Publik pengertian dari pelayanan publik Pelayanan publik adalah kegiatan atau 

rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas 

barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh 

penyelenggara pelayanan publik. Sedangkan menurut Keputusan Kementrian 

Pendayagunaan Aparatur Nomor 63 Tahun 2003 Tentang Pedoman 

Penyelenggaraan Pelayanan Publik,  pengertian umum pelayanan publik adalah 

segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan 

publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun 

pelaksanaan ketentuan peraturan perundang undangan. 

Selain pengertian pelayanan publik yang berasal dari peraturan, pelayanan 

publik menurut Sinambela (2016:5), pelayanan publik merupakan sebagai setiap 

kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang 

memiliki setiap kegiatan yang mengumpulkan dalam suatu kumpulan atau 

kesatuan dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu 

produk secara fisik. Setelah melihat beberapa pengertian dapat ditarik kesimpulan 

pelayanan publik adalah serangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan 

kebutuhan manusia dalam bentuk barang, jasa atau administratif yang 
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diselenggarakan oleh pemerintah dalam rangka pemenuhan kebutuhan manusia 

dan ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. 

2. Asas-asas Pelayanan Publik 

Menurut Keputusan Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 

Tahun 2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, asas-

asas pelayanan publik meliputi : 

a. Transparansi 

Bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang 

membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti. 

b. Akuntabilitas 

Dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang- undangan. 

c. Kondisional Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima 

pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas. 

d. Partisipatif 

Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan 

publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat. 

e. Kesamaan hak 

Tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, agama, ras, 

golongan, gender dan status ekonomi. 

f. Keseimbangan Hak dan kewajiban 

Pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban 

masing- masing pihak. 

 

Dengan adanya asas-asas yang dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan, 

aparat birokrat sebagai penyelenggaraan pelayanan diharuskan menerapkan asas-

asas tersebut sehingga dapat tercipta pelayanan publik yang berkualitas. Dengan 

tidak adanya perbedaan dalam pemberian pelayanan, maka akan mewujudkan 

kesejahteraan masyarakat. Karena kebutuhan masyarakat akan pelayanan sudah 

diberikan dengan baik. 
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3. Kelompok Pelayanan Publik 

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 

63/KEP/M.PAN/7/2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan 

Publik, membagi kelompok pelayanan publik, yaitu: 

a. Kelompok Pelayanan Administratif yaitu pelayanan yang menghasilkan 

berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhan oleh publik, misalnya status 

kewarganegaraan, sertifikat kompetensi, kepemilikan atau penguasaan 

terhadap suatu barang dan sebagainya. Dokumen-dokumen ini antara lain 

Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akte Pernikahan, Akte Kelahiran, Buku 

Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Ijin Mengemudi (SIM), Ijin 

Mendirikan Bangunan (IMB), Parpor, Sertfikat Kepemilikan/Penguasa 

Tanag, dan sebagainya. 

b. Kelompok Pelayanan Barang yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai 

bentuk/jenis barang yang digunakan oleh publik, misalnya jaringan telepon 

penyedia tenaga listrik, air bersih dan sebagainya.  

c. Kelompok Pelayanan Jasa yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai 

bentuk jasa yang dibutuhkan oleh publik, misalnya pendidikan pemeliharaan 

kesehatan, penyelenggaraan transportasi, pos dan sebagainya. 

Pengelompokan pelayanan ini dibentuk menjadi tigas jenis yakni pelayanan 

administratif, pelayanan barang dan juga pelayanan jasa. Pengelompokan 

pelayanan ini dibentuk agar mempemudah mengelompokan jenis pelayanan. 

Karena pelayanan yang ada memiliki beberapa tipe yang berbeda seperti 
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pelayanan administratif berbentuk dokumen dan pelayanan jasa seperti jasa 

pemeliharaan kesehatan. 

4. Standar Pelayanan Publik 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan 

Publik pasal 1, Standar pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai 

pedoman penyelenggara pelayanan dan acuan penilaian kualias pelayanan sebagai 

kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan 

yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur Kualitas Pelayanan 

Publik. Menurut Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara No. 63 

tahun 2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, standar 

pelayanan harus meliputi: 

a. Prosedur pelayanan 

Prosedur pelayanan yang dilakukan dalam hal ini antara lain kesederhanan, 

yaitu kemudahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta 

kemudahan dalam memenuhi persyaratan pelayanan. 

b. Waktu penyelesaian 

Waktu yang ditetapkan sejak ditetapkan saat pengajuan permohonan sama 

dengan waktu penyelesaiaan pelayanan termasuk pengaduan haruslah 

berkaitan dengan kepastian waktu dalam memberikan playanan yang sesuai 

dengan lamanya waktu layanan masing-masing. 

c. Biaya pelayanan 

Biaya atau tarif pelayanan termasuk rincian dalam proses pemberi 

pelayanan, haruslah dengan pengenaan biaya yang secara wajar dan 

terperinci serta tidak melanggar ketentuan yang berlaku. 

d. Produk layanan 

Hasil layanan yang diterima harus sesuai dengan ketentuan yang telah 

ditetapkan. Hal ini berkaitan dengan kenyataan dalam pemberian pelayanan 

yaitu hasil pelayanan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah 

ditentukan. 

e. Sarana dan prasarana 

Penyedia saraana dan prasarana yang memadai oleh penyelenggara 

pelayanan publik. Hal ini berkaitan dengan ketersedian perangkat penunjang 

pelayanan yang memadai seperti meja, kursi, ruang tunggu, tempat 

beribadah, toilet, dan lain-lain. Serta adanya kemudahan dan kenyamanan 

dalam memperoleh suatu pelayanan. 
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f.  Kompetensi petugas pemberian pelayaan 

Kompetensi petugas memberi pelayanan harus ditetapkan dengan tetap 

berdasakan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, dan prilaku yang 

dibutuhkan. Hal ini berkaitan dengan tanggung jawab petugas pelayanan 

seperti pengetahuan, kedisiplinan, kesopanan, dalam memberikan 

pelayanan. 

 

Standar pelayanan dibentuk untuk dapat memberikan kejelasan dalam 

prosedur pelayanan serta memperjelas uraian tugas personil penyedia pelayanan. 

Sehingga dalam pemberian pelayanan, masyarakat dipermudah dengan adanya 

kejelasan yang diberikan oleh penyedia pelayanan tanpa harus menunggu 

ketidakjelasan yang umumnya menjadi permasalahan dalam pelayanan. 

5. Kualitas Pelayanan Publik 

Kualitas pelayanan publik pada dasarnya dapat tercermin dari kepuasan 

masyarakat. Kepuasan tersebut dapat terlihat dari penyelenggaraan pelayanan 

publik yang diberikan oleh pemerintah itu sendiri. Jika dihubungkan dengan 

administrasi publik, pelayanan merupakan  kualitas pelayanan birokrat terhadap 

masyarakat. Menurut Sinambela (2016:13) menjelaskan bahwa kata kualitas 

memiliki definisi yang berbeda dan bervariasi mulai dari yang konvensinal sampai 

strategis. Dafinisi konvensional dari kualitas biasanya menggambarkan 

karakteristik langsung dari suatu produk, seperti kinerja (performance), keandalan 

(reliability), mudah dalam penggunaan (ease of use), dan estetika (esthetic), dan 

sebagainya. Sedangkan definisi strategis dinyatakan bahwa kualitas adalah segala 

sesuatu yang mampu memenuhi keinginan atau kebutuhan pelanggan (meeting the 

need of customers).  Berdasarkan kedua pengertian tersebut dapat disimpulkan 

oleh Gasperszn dalam Sinambela (2016:6) menjelaskan bahwa pada dasarnya 

kualitas mengacu pada pengetian pokok : 



26 

 

 
 

a. Kualitas terdiri dari sejumlah keistimewaan produk, baik keistimewaan 

langsung, maupun keistimewaan atraktif yang memenuhi keinginan 

pelanggan dan memberikan kepuasan atas penggunaan produk. 

b. Kualitas terdiri atas segala sesuatu yang bebas dari kekurangan atau 

kerusakan. 

 

Agar pelayanan yang diberikan berkualitas tentu saja kedua definisi kualitas 

tersebut harus dipenuhi. Pelayanan diberikan dengan tujuan untuk dapat 

memberikan kepuasan pada masyarakat. Oleh karena itu, terdapat suatu metode 

deskriptif untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat yang biasanya disebut 

Service quality (SERVQUAL) yang dikembangkan oleh A. Parasuraman, Valarie 

A. Zeithaml, dan Leonard L. Berry lewat artikel mereka Journal of Marketing.  

Dalam Sinambela (2016:7) menjelaskan bahwa Service Quality (kualitas layanan) 

adalah ukuran seberapa baik suatu layanan menemui kecocokan dengan harapan 

pelanggan. Penyelenggaraan kualitas layanan berarti melakukan kompromi 

dengan harapan pelanggan dengan tata cara yang konsisten. SERVQUAL dibangun 

atas adanya perbandingan dua faktor utama, yaitu persepsi pelanggan atas layanan 

nyata yang mereka terima (Perceived Service) dengan layanan yang sesungguhnya 

yang diharapkan/diinginkan (Expected Service). Jika kenyataan lebih dari yang 

diharapkan, maka layanan dapat dikatakan bermutu, sedangkan jika kenyataan 

kurang dari yang diharapkan, maka layanan dikatakan tidak bermutu. Apabila 

kenyataan sama dengan harapan maka layanan tersebut memuaskan. 

Dalam rangka menilai sejauh mana kualitas pelayanan publik yang 

diberikan oleh aparatur pemerintah, perlu ada kriteria yang menunjukkan apakah 

suatu  pelayanan   publik   yang   diberikan   dapat   dikatakan   baik   atau   buruk,  

berkualitas  atau  tidak. Menurut Zeithmal dalam Hardiyansyah (2012:42) 
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menjelaskan bahwa terdapat lima indikator dalam mengukur kualitas pelayanan, 

yakni : 

a. Tangibles (Bukti fisik) 

Tangibles yaitu terdapat sarana dan prasarana yang menunjang 

terlaksananya aktivitas pelayanan yang juga menjadi indikator penilaian 

kualitas pelayanan. Saranan dan prasarana ini biasanya digunakan untuk 

mempermudah jalannya aktivitas pelayanan publik. Saranan dan prasarana 

penunjang seperti fasilitas fisik, peralatan penunjang pelayanan, fasilitas 

komunikasi yang dimiliki penyedia pelayanan, dan lain sebagainya. 

b. Reliability (kehandalan) 

Realibility yaitu  kemampuan  untuk  memberikan  pelayanan  secara akurat 

dan terpercaya. Artinya penilaian sebuah pelayanan dilihat dari kesesuaian 

apa yang dikatakan oleh penyelenggara dengan realita atau kebenaran yang 

mereka lakukan. 

c. Responsiveness (respon/ketanggapan) 

Responsiveness berarti kemampuan para penyedia layanan untuk membantu 

para pelanggan dan memberikan pelayanan yang tanggap,  seperti merespon 

setiap pelanggan/ pemohon yang ingin mendapatkan pelayanan, 

petugas/aparatur melakukan pelayanan dengan cepat dan tepat, 

petugas/aparatur melakukan pelayanan dengan cermat, serta semua keluhan 

pelanggan direspon oleh petugas. 

d. Assurance (jaminan) 

Assurance mencangkup pengetahuan, kemampuan dan kesopanan penyedia 

layanan dalam memberikan kepercayaan kepada pengguna layanan, seperti 

petugas memberikan jaminan tepat waktu dalam pelayanan, petugas 

memberikan jaminan legalitas dalam pelayanan, serta petugas memberikan 

jaminan kepastian biaya dalam pelayanan. 

e. Emphaty (empati) 

Emphaty berati kemampuan memberikan perhatian kepada pengguna 

layanan secara individual. Hal ini dapat tercermin dengan sikap petugas 

melayani dengan ramah, petugas melayani dengan sikap sopan santun, 

Petugas melayani dengan tidak diskriminatif (membeda-bedakan), Petugas 

melayani dan menghargai setiap pelanggan. 

 

Kualitas pelayanan juga berhubungan erat dengan pelayanan prima. 

Pelayanan prima merupakan suatu pelayanan yang menjadikan kepuasan 

pelanggan sebagai tujuan utamanya. Agar kepuasan pelanggan yang menjadi 

tujuan utama terpenuhi, aparatur pelayanan dituntut untuk mengetahui dengan 
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pasti siapa pelanggannya. Menurut Sinambela (2016:6) terdapat enam indikator 

kualitas pelayanan prima, yaitu: 

a. Transparansi, yakni pelayanan yang bersifat terbuka, mudah, dan dapat 

diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara 

memadai serta mudah dimengerti. 

b. Akuntabilitas, yakni pelayanan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

c. Kondisional, yakni pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuasn 

pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip 

efisiensi dan efektivitas. 

d. Partisipatif, yakni pelayanan yang dapat mendorong peran serta masyarakat 

dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi 

kebutuhan masyarakat dan harapan masyarakat. 

e. Kesamaan hak, yakni pelayanan yang tidak melakukan diskriminasi dilihat 

dari aspek apapun khususnya suku, ras, agama, golongan, status sosial, dan 

lain sebagainya. 

f. Keseimbangan hak dan kewajiban, yakni pelayanan yang 

mempertimbangkan aspek keadilan antara pemberi dan penerima pelayanan 

publik. 

 

Berdasarkan pemaparan mengenai kualitas pelayanan, sesungguhnya 

pelayanan yang diberikan oleh pemerintah tidak terlepas dari perilaku internal 

birokrat sebagai penyelenggara pelayanan. oleh karenanya, aparatur birokrat 

menjadi kunci keberhasilan penyelenggaran pelayanan agar dapat memberikan 

kepuasan masyarakat. 

 

C. PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN) 

1. Pengertian PATEN 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan 

Daerah Pasal 226, menyebutkan bahwa “selain mempunyai tugas sebagai 

pelaksana teknis kewilayahan, camat mendapat pelimpahan sebagian kewenangan 

bupati/walikota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah kabupaten/kota.” Berdasarkan pernyataan tersebut 
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dibentuklah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 2010 Tentang 

Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, atau yang biasanya 

disingkatkan PATEN. Pembentukan PATEN dimaksudkan untuk dapat membantu 

pemerintah daerah menyelenggarakan fungsi kepemerintahannya.  

Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) merupakan inovasi 

administrasi yang dikeluarkan pemerintah dalam rangka mendekatkan, 

mempermudah dan mempercepat pelayanan administrasi perizinan/non perizinan 

ditingkat kecamatan, terutama bagi kecamatan yag letaknya jauh dari kantor 

pemerintahan kabupaten/kota serta sulitnya akses menuju kantor pemerintahan 

daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 

Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, PATEN 

merupakan penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan dari tahap 

permohonan sampai tahap terbitnya dokumen dalam satu tempat. Maka dalam 

penyeleggaraan PATEN masyarakat yang ingin mengurus dokumen-dokumen di 

kecamatan cukup melalui satu loket saja. Sistem penyelenggaraan PATEN ini 

teradobsi dari sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Dimana dalam 

penyelenggaraan PTSP juga terdapat hal-hal yang sama dengan PATEN seperti, 

mempunyai tujuan yang sama, terdapat tim teknis penyelenggaraan, adanya 

pengawan dari pemerintah daerah, dan lain sebagainya. 

Dalam penyelenggaraan PATEN memposisikan masyarakat berhubungan 

langsung dengan petugas pelayanan, dengan harapan bahwa masyarakat dapat 

dipermudah dengan hal tersebut. Penyelenggaraan pelayanan terpadu 

dimaksudnya untuk mewujudkan kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat 
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dan menjadi simpul pelayanan bagi kantor/badan pelayanan terpadu di 

kabupaten/kota. Simpul pelayanan yang dimaksud yaitu dengan adanyanya 

PATEN pemerintah daerah akan lebih dekat dengan masyarakat terkait 

penyelenggaraan pelayanan publik, agar pelayanan publik yang diberikan oleh 

pemerintah akan lebih efektif dan efisien.  

2. Maksud dan Tujuan PATEN 

Maksud dibentuknya PATEN adalah untuk mewujudkan kecamatan sebagai 

pusat pelayanan masyarakat dan menjadi simpul pelayanan bagi kantor/badan 

pelayanan terpadu di kabupaten/kota. Dengan diselenggarakannya pelayanan 

terpadu dimaksudnya untuk dapat mempermudah masyarakat dalam mengurus 

dokumen di kecamatan. Mengingat pelayanan publik yang sebelumnya, pelayanan 

yang diselenggarakan cukup menyulitkan masyarakat, seperti kepengurusan izin 

harus mendatangi kantor pemerintahan daerah, dengan adanya PATEN 

pengurusan izin dapat dilakukan di kecamatan sesuai dengan keputusan bupati 

tentang jenis jenis pelayanan yang didelegasikan.  

PATEN mempunyai tujuan untuk meningkatkan kualitas dan mendekatkan 

pelayanan kepada masyarakat. peningkatan kualitas dapat tercermin dari proses 

terbitnya dokumen, yang mana pada pelayanan sebelumnya masyarakat harus 

menunggu tanpa adanya kejelasan dari petugas dengan adanya PATEN 

penyelesaian dokumen dapat ditentukan dengan waktu yang sudah ditetapkan 

sebelumnya. Hal tersebut juga sejalan dengan biaya dan sarana dan prasarana 

yang dimiliki PATEN. Dalam pengimplementasian PATEN terdapat standar 

operasional pelayanaan serta standar pelayanan, dimana maksud dari keduanya 
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adalah untuk memperjelas tugas masing-masing pegawai yang bekerja di bagian 

pelayanan serta adanya standar pelayanan dimaksudnya agar pelayanan yang 

diberikan pada masyarakat tidak sewena-wena dan sesuai dengan standar 

pelayanan. 

3. Syarat Penyelenggaraan PATEN 

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang 

Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan  pasal 5, mengemukakan 

bahwa terdapat tiga syarat yang harus dipenuhi dalam imlementasi PATEN yakni 

syarat substantif, syarat administratif, dan syarat teknis. Berikut penjelasannya: 

a. Syarat substantif 

Syarat substantif merupakan syarat utama untuk menyelenggarakan PATEN, 

dimana untuk memenuhi syarat ini pemerintah daerah kabupaten/kota harus 

mendelegasikan sebagian wewenang bupati/walikota kepada camat. Wewenang 

yang dimaksud meliputi pelayanan dibidang perizinan dan non perizinan. Dalam 

hal ini, pemerintahan daerah diberi kewenangan untuk menentukan apa-apa saja 

yang jenis pelayanan yang akan didelegasikan. 

Pelimpahan sebagian kewenangan dari bupati/walikota kepada camat 

merupakan faktor yang strategi untuk mengoptimalkan peran dan fungsi 

kecamatan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pelimpahan 

yang dimaksud adalah pendistribusian kewenangan yang diberikan oleh 

pemerintah daerah kepada camat. Manfaat dari pendelagasian ini sebagai saranan 

mendekatkan pelayanan administrasi pemerintah daerah kepada masyarakat, 

sehingga pelayanan yang diberikan lebih berkualitas. 
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b. Syarat administratif 

Pemenuhan syarat administratif ini dimaksudkan untuk lebih meningkatkan 

efektivitas dan efisiensi penyelengaraan pelayanan. Pemenuhan syarat 

administrasi ini dapat tercermin dengan adanya standar pelayanan dan uraian 

tugas personil kecamatan. Standar pelayanan merupakan tolak ukur yang 

dipergunakan sebagai pedoman dan penyelenggaraan dan acuan penilaian kualitas 

PATEN sebagai janji pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan yang 

berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Standar pelayanan yang 

dimaksud meliputi jenis pelayanan, persyaratan pelayanan, proses/prosedur 

pelayanan, pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelayanan, waktu pelayanan 

serta biaya pelayanan. 

Uraian tugas personil kecamatan menyangkut tugas pokok pegawai yang 

ditempatkan pada masing-masing bidang pelayanan. Pada pelayanan sebelumnya, 

tugas pokok pegawai masih samar-samar hal ini tercermin dengan tidak jelasnya 

penempatan petugas dimasing-masing bidang. Sehingga pelayanan yang diberikan 

tidak maksimal. Standar pelayanan dan uraian tugas personil kecamatan diatur 

dengan peraturan bupati/walikota sesuai dengan kebijakan masing-masing daerah. 

c. Syarat Teknis  

Persyaratan selanjutnya yang harus dipenuhi kecamatan adalah syarat teknis. 

Dimana dalam pemenuhan syarat teknis meliputi saranan prasarana dan pelaksana 

teknis. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 

Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Pasal 10, 

menyebutkan bahwa yang menjadi saranan prasaranan adalah  
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1) loket/meja pendaftaran; 

2) tempat pemrosesan berkas; 

3) tempat pembayaran; 

4) tempat penyerahan dokumen; 

5) tempat pengolahan data dan informasi; 

6) tempat penanganan pengaduan; 

7) tempat piket; ruangtunggu; dan 

8) perangkat pendukung lainnya. 

 

Sedangkan untuk pelaksanaan teknis, meliputi: 

1) petugas informasi; 

2) petugas loket/penerima berkas; 

3) petugas operator komputer;  

4) petugas pemegang kas; dan.  

5) petugas lain sesuai kebutuhan. 

 

Pelaksanan teknis yang dimaksud adalah pegawai negeri sipil dimasing-

masing kecamatan. Kemudian untuk dapat menunjang efisiensi dan efektivitas 

penyelenggaraan PATEN, kecamatan dapat menyediakan sistem informasi. 

Penyediaan sistem informasi dimaksudkan untuk mempermudah masyarat 

mengetahui hal-hal yang menyangkut dengan pelayanan administrasi terpadu 

kecamatan. 

Terpenuhinya ketiga syarat PATEN ini, diharapkan kecamatan yang 

menyelenggarakan PATEN dapat memberikan pelayanan dengan kualitas dan 

mutu yang baik. Dikarenakan, didalam ketiga syarat tersebut terdapat hampir 

setiap keperluan yang ada dalam melaksanakan suatu pelayanan. Oleh karena itu, 

setiap kecamatan yang mengimplementasi PATEN harus melaksanakan ketiga 

syarat tersebut. 
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D. Kerangka Berfikir 

Dalam suatu penelitian, kerangka berfikir merupakan salah satu faktor yang 

berpengaruh terhadap arah penyusunan penelitian. Menurut Sugiyono (2016:60) 

Kerangka berfikir merupakan suatu model konseptual tentang bagaimana teori 

berhubungan dengan berbagai variabel-variabel yang telah diidentifikasikan 

sebagai masalah penting. Didalam suatu Kerangka berfikir terdapat penjelasan 

secara teoritis hubungan antar variabel yang akan diteliti. Kerangka berfikir 

dijelaskan pula mengapa variabel diikutkan dalam suatu penelitian. Hubungan 

antar variabel tersebut kemudian dirumuskan kedalam bentuk paradigma 

penelitian. Oleh karena itu, pada setiap penyusunan paradigma penelitian 

didasarkan pada kerangka berfikir. 

Kerangka berfikir ini akan menggambarkan secara teknis bagaimana 

PATEN di Kecamatan Singosari, berikut penjelasannya: 
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IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN ADMINISTRASI 

TERPADU KECAMATAN (PATEN) DALAM MENINGKATKAN 

KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 

 

Gambar 1. Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu 

Kecamatan (PATEN) Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik. 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti 

Berdasarkan kajian teoritis, penulis menggambarkan bagaimana 

implementasi kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di 

Kecamatan Singosari. Implementasi kebijakan tersebut bersumber dari 

dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang 

Pedoman Pelayanan Adminitrasi Terpadu Kecamatan, dimana dalam pelaksanaan 

kebijakan Kecamatan Singosari menjadi salah satu kecamatan yang 

mengimplementasikan kebijakan tersebut. Untuk dapat melaksanakan kebijakan 
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tersebut perlu adanya peran Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertindak sebagai 

penyelenggara pelayanan publik. Dikeluarkannya peraturan tersebut dimaksudkan 

untuk dapat mempermudah pelayanan yang ada di kecamatan, dimana pada 

pelayanan sebelumnya masyarakat masih disulitkan oleh pelayanan yang tidak 

memiliki standar pelayanan yang jelas dan juga untuk dapat meningkatkan 

efisiensi dan efektivitas pelayanan di kecamatan. serta kebijakan tersebut dibentuk 

untuk dapat merampingkan birokrasi sehingga dapat mempermudah masyarakat 

untuk mendapatkan izin tertentu di kecamatan. Untuk dapat menilai keberhasilan 

implementasi kebijakan PATEN, tentunya diperlukan beberapa isu pokok 

implementasi kebijakan yang efektif, yakni: Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi 

dan Struktur Birokrasi.  

Implementasi kebijakan PATEN dipengaruhi pula oleh beberapa faktor 

pendukung dan penghambat yang terdapat didalamnya. Faktor pendukung dan 

penghambat tersebut akan memudahkan Kecamatan Singosari dalam 

memperbaiki pelayanan yang diselenggarakan. Dikarenanya dengan adanya 

beberapa hal tersebut kecamatan singosari dapat mengetahui apa-apa saja yang 

menjadi penghambat dan pendukung dari penyelenggaraan pelayanan yang 

dilakukan.  

Pada hakekatnya, dikeluarkanya kebijakan PATEN tentu saja untuk dapat 

meningkatkan kualitas pelayanan publik di kecamatan. Oleh karenanya diperlukan 

pula beberapa indikator untuk dapat menilai seberapa meningkatnya kualitas 

pelayanan pasca di implementasikan PATEN ada Kecamatan Singosari, indikator 

tersebut diantaranya: Tangibles, Reliability, Responsiveness, Assurance Dan 
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Empathy. Selanjutnya dapat terlihat bagaimana implementasi kebijakan tersebut, 

apakah sudah sesuai dengan maksud dan tujuan dibentuknya kebijakan PATEN 

ataupun tidak. 


